BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILlHAN UMUM

Alamat  : JI. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email - bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare
Nomor : 224/PM.00.02/K.SN-24/09/2024 24 September 2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Yth. KPU Kota Parepare

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang,yang
berbunyi:
Pasal 22A ayat (1) dan (3)
(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas

Kabupaten/Kota.

(b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan

sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

(c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota:

Pasal 2, yang berbunyi:

(1) Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

kepatuhan pasangan calon, KPU beserta jajarannya, dan KAP dalam
melaksanakan ketentuan yang meliputi:

a. sumber Dana Kampanye;
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024,

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernurm Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan,

maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
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b. RKDK;
c. Penggunaan dan pembatasan Dana Kampanye;
d. Laporan Dana Kampanye

e. Audit Dana Kampanye.

Pasal 12A, yang berbunyi:
Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilihan
dapat mengakses data dan informasi terkait dengan laporan Dana

Kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12B, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan
RKDK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan:

a. Pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama
pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota;

b. RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum
kampanye dimulai;

c. Pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal
pembukaan rekekning; dan

d. Salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonanan pada
saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
cara:

a. Mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan

b. Pengawasan secara langsung.

Pasal 15, yang berbunyi:
(1) Bawaslu Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan laporan awal Dana

Kampanye.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare



(2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dengan memastikan laporan awal Dana

Kampanye diserahkan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk

dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1(satu) hari sebelum masa

Kampanye dimulai.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan

cara:.

a.

b
c.
d

e.

Memastikan kepatuhan waktu pelaporan;

. Memeriksa kelengkapan laporan;

Memeriksa identitas pemberi sumbangan;

. Memastikan sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye

Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota; dan

Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbagan yang tidak sah;

(4) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Dana

Kampanye pasangan calon yang diperoleh dari:

a.
b.

Harta pribadi pasangan calon;

Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan calon;

Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta; dan/atau
Sumbangan pihak lain juga termasuk sumbangan yang bersumber dari
masyarakat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemnur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikelola
oleh pada pendukung.

2. Peraturan terkait Penyampaian Laporan Dana Kampanye:
Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26

kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubermnur dan wakil gubernur dan

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota

dan wakil walikota.

(2) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui

Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, Paling lambat pukul 23.59

waktu setempat.
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3. Sanksi Pidana terkait Laporan Awal Dana Kampanye

Pasal 75 ayat (1), (2) dan (3)

(1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPu
Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk
pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk
kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),
Pasangan calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan
diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7
(tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2).

(3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai
dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi
berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare
yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare
mengimbau untuk KPU Kota Parepare untuk melaksanakan seluruh tahapan Dana
Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undanngan.
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Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

“MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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